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The aim of this research is for mapping the vulnerability level of non-natural and 
social disasters in Lampung Province in 2017. This research employs descriptive 
method. The result of the analysis shows that the mapping of the vulnerability 
level of non-natural distribution of the occurrences medium and high vulnerability 
level is located in Bandar Lampung with an area 296.00 Km
2 
(0.85%), however, 
the vulnerability mapping of the social disaster in Lampung Province shows that 
all regions are in low level of vulnerability with an area 34,623.80 Km
2
 (100%). 
Based on the results, the proper mitigation of non-natural and social disaster is 
by using the vulnerability of non-natural and social disasters started from 
district/city to sub-district, and village in order to monitor the situation of each 
region.  
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Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat kerawanan bencana non alam 
dan sosial yang ada di Provinsi Lampung Tahun 2017. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemetaan mengenai tingkat kerawanan bencana non alam memiliki dua tingkat 
kerawanan. Tingkat kerawanan tinggi berada di Kota Bandar Lampung 296,00 
Km
2
(0,85%), sedangkan peta kerawanan konflik sosial menunjukkan semua 
wilayah di Provinsi Lampung memiliki tingkat kerawanan rendah 34.623,80 Km
2
 
(100%), Mitigasi untuk bencana non alam dan sosial adalah dengan pembuatan 
peta rawan bencana non alam dan sosial di Kabupaten/Kota sampai pada tingkat 
Kecamatan, Kelurahan/Desa untuk dapat memonitor setiap saat perkembangan 
kondisi daerah masing-masing. 
 
 
Kata kunci: pemetaan, kerawanan, bencana non alam dan sosial. 
Keterangan: 
1
 Mahasiswa Pendidikan Geografi 
2
 Dosen Pembimbing 1 
3
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PENDAHULUAN 
Bencana merupakan sebuah fenomena 
yang mengancam kehidupan manusia. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 pasal 1 ayat 1 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana, 
menyatakan bahwa Bencana adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan 
dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam 
dan/atau faktor non alam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis (UUD RI 
No 24 2007:2). Bencana dapat 
mengancam siapa saja, terjadi di mana 
saja dan kapan saja, salah satunya di 
Provinsi Lampung. 
 
Provinsi Lampung merupakan salah satu 
wilayah yang memiliki tingkat kerawanan 
tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 
sejarah kejadiannya, selama lima tahun 
terakhir bencana non alam dan sosial yang 
pernah terjadi di Provinsi Lampung dapat 
dilihat dalam Tabel 1 berikut ini: 
 
Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana Non Alam dan 
Sosial di Provinsi Lampung 2013 s/d 
2017 
Jumlah 
Kabupaten 
/Kota 
Jumlah Kejadian 
 Non Alam                  Sosial 
Kebakaran 
pemukiman 
Konflik 
1. Kota 
Bandar 
Lampung 
257 0 
2. Kota 
Metro 
27 0 
3. Kabupaten 
Lampung 
Barat 
14 0 
4. Kabupaten 
Lampung 
Selatan 
38 2 
5. Kabupaten 
Lampung 
Tengah 
13 0 
6. Kabupaten 
Lampung 
Timur 
4 4 
7. Kabupaten 
Lampung 
Utara 
37 1 
8. Kabupaten 
Mesuji 
1 1 
9. Kabupaten 
Pesawaran 
4 0 
10. Kabupaten 
Pesisir 
Barat 
6 1 
11. Kabupaten 
Pringsewu 
20 0 
12. Kabupaten 
Tanggamu
s 
26 3 
13. Kabupaten 
Tulang 
Bawang 
11 1 
14. Kabupaten 
Tulang 
Bawang 
Barat 
13 1 
15. Kabupaten 
Waykanan 
41 0 
       Provinsi 
       Lampung 
512           14 
Sumber : 1. BPBD Provinsi Lampung 
 
Berdasarkan data Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah) Provinsi Lampung 
(2018:12) yang ditampilkan pada Tabel 1. 
menunjukkan jumlah kejadian bencana 
non alam dan sosial banyak terjadi seperti 
kebakaran pemukiman, epidemi (wabah 
penyakit), dan konflik sosial, sehingga 
diperlukan adanya upaya mitigasi untuk 
mempersiapkan diri dalam mengadapi dan 
mengurangi dampak dari terjadinya 
bencana. Mitigasi yang dilakukan dapat 
secara pasif dan aktif. 
 
Selama ini sudah banyak penelitian 
mengenai bencana alam, namun penelitian 
mengenai bencana non-alam dan bencana 
sosial masih sangat terbatas, padahal tanpa 
disadari dalam kehidupan sehari-hari 
manusia hidup bermasyarakat sehingga 
dapat memicu terjadinya bencana non 
alam dan bencana sosial yang menjadi 
  
ancaman yang membahayakan masyarakat 
mengakibatkan kerugian secara materiil 
maupun psikologi.  
 
Menurut Purnomo (2009:9) Bencana 
adalah situasi yang kedatangannya tidak 
terduga oleh kita sebelumnya, dimana 
dalam kondisi itu bisa terjadi kerusakan, 
kematian bagi manusia atau benda-benda 
maupun rumah serta segala perabot yang 
kita miliki dan tidak menutup 
kemungkinan juga hewan dan tumbuh-
tumbuhan untuk mati. 
 
Banyak faktor yang menyebabkan 
terjadinya bencana, seperti kondisi fisik 
suatu wilayah maupun faktor manusia. 
Perbedaan faktor ini dapat dijadikan acuan 
dalam menentukan jenis bencana yang 
terjadi di masyarakat. Menurut 
Kurniawan, L. Dkk (BNPB, 2013:2) 
menggolongkan bencana ke dalam tiga 
jenis bencana diantaranya:  
 
a. Bencana Alam : Bencana yang terjadi 
akibat serangkaian peristiwa alam 
seperti gempa bumi, tsunami, tanah 
longsor, banjir, angin topan, gunung 
meletus dan kekeringan.  
b. Bencana Non Alam : Bencana yang 
terjadi akibat serangkaian peristiwa non 
alam seperti epidemi dan wabah 
penyakit, gagal modemisasi, dan 
kegagalan teknologi. 
c. Bencana Sosial : Bencana yang terjadi 
akibat serangkaian peristiwa ulah/ 
interpensi manusia dalam beraktifitas 
yang meliputi teror dan konflik sosial 
antar kelompok maupun antar 
komunitas.  
 
Tingkat kerawanan bencana di suatu 
wilayah dapat menyebabkan semakin 
tinggi pula dampak kerugian yang 
ditimbulkannya, dari ketiga jenis bencana 
alam, non alam dan sosial tersebut dapat 
mengakibatkan permasalahan seperti 
kehilangan harta benda dan dampak 
psikologis. Setiap jenis bencana tentu 
memiliki tingkat kerawanan yang 
bervariatif. Menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 pasal 4 ayat 
14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana menyatakan bahwa: Rawan 
bencana adalah kondisi atau karakteristik 
geologis, biologis, hidrologis, geografis, 
klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, 
politik dan teknologi pada suatu wilayah 
untuk jangka waktu tertentu sehingga 
dapat mengurangi kemampuan mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, dan 
kemampuan menanggapi dampak buruk 
bahaya tertentu (UU RI No 24, 2007:4).  
 
Terdapat sebuah sistem untuk menentukan 
tingkat kerawanan, di mana dengan 
adanya sistem ini akan mempermudah 
dalam menentukan tingkat kerawanan di 
suatu wilayah yaitu dengan Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Menurut 
Halengkara (2014:12), Sistem Informasi 
Geografis (SIG) adalah sistem (berbasis 
komputer) untuk mengolah, meyimpan, 
memproses, analisis dan penayangan 
(display) data yang terkait dengan 
permukaan bumi. Hasil dari output dalam 
sistem informasi geografis adalah berupa 
peta. Menurut Miswar (2012:2) Peta 
adalah suatu objek atau fenomena dapat 
digambarkan pada sebuah bidang datar 
yang disebut peta. Peta merupakan 
gambaran permukaan bumi yang 
dituangkan dalam selembar kertas atau 
media lain dalam bentuk dua dimensional 
melalui sebuah peta kita akan mudah 
melakukan pengamatan terhadap bumi 
yang luas terutama dalam hal waktu dan 
biaya. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif.  
 
Indikator-indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini diantaranya:  
a. Kebakaran pemukiman  
b. Gagal teknologi:kecelakaan transportasi 
  
d. Wabah penyakit dan epidemi : DBD 
dan malaria, HIV dan AIDS. 
e. Konflik sosial  
 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah :  
1. Survei Instansional 
Survei dalam penelitian ini adalah 
memperoleh data sekunder bencana non 
alam dan sosial. Data yang diperlukan 
berupa jumlah kejadian bencana yang 
terjadi selama 1 tahun terakhir mengenai 
bencana non alam dan sosial di Provinsi 
Lampung. 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah 
kegiatan untuk memperoleh data yang 
berupa gambar atau foto-foto dari 
kegiatan survei. 
 
Analisis data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan persentase. Rumus untuk 
menghitung angka persentase menurut Ali 
(1985:184) adalah: 
 
Keterangan: 
P= Persentase (jumlah persentase yang 
dicari) 
F= Luas Wilayah 
N= Luas Keseluruhan Wilayah 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Sejarah Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 
Maret 1964 sesuai dengan ditetapkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964, 
sebelum itu Provinsi Lampung merupakan 
Karesidenan yang tergabung dengan 
Provinsi Sumatera Selatan. Pada 
perkembangannya, Kota Tanjungkarang 
dan Kota Telukbetung terus berubah dan 
mengalami beberapa kali perluasan 
wilayah hingga pada Tahun 1965 
berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 
Tahun 1965, Kota Tanjungkarang-
Telukbetung berubah menjadi Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-
Telukbetung sekaligus ibukota Provinsi 
Lampung. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 
1998 tentang perubahan tata naskah dinas 
di lingkungan pemerintah Kabupaten/ 
Kotamadya Daerah Tingkat II se-
Indonesia dengan Keputusan Walikota 
Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 
terjadi perubahan penyebutan nama dari 
“Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah 
Kota Bandar Lampung” dan dipergunakan 
hingga saat ini. (https://bandarlampungko- 
ta.go.id/new/sejarah.html) 
 
2. Letak Astronomis Provinsi Lampung 
Secara astronomis Provinsi Lampung 
terletak diantara 103
o 
40 - 105
o
 50 Bujur  
Timur (BT) dan 3
o
 45 - 6
o
 45 Lintang 
Selatan (LS). (Provinsi Lampung dalam 
angka, 2018:3) 
 
3. Letak Geografis Provinsi Lampung 
Secara geografis Provinsi Lampung 
berbatasan dengan 4 (empat) wilayah 
diantaranya: sebelah Utara berbatasan 
dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi 
Sumatera Selatan, sebelah Timur 
berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, 
sebelah Barat berbatasan dengan Samudra 
Hindia. 
 
Wilayah administrasi Provinsi Lampung 
dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Lampung 
    Tahun 2019 
  
4. Luas Provinsi Lampung 
Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 
sekitar 34.623,80 Km² dengan 15 
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 
Luas wilayah yang ada di Provinsi 
Lampung dapat dilihat dari Tabel 2 
berikut ini: 
 
Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Lampung Tahun 2018 
No. 
Kabupaten 
/Kota 
Luas Area 
(Km
2)
 
Persen 
tase  
(%) 
1.  
Kota Bandar 
lampung 
296,00 0,85 
2.  Kota Metro 61,79 0,18 
3.  
Lampung 
Barat 
2.142,78 6,19 
4.  
Lampung 
Selatan 
700,32 2,02 
5.  
Lampung 
Tengah 
3.802,68 10,98 
6.  
Lampung 
Timur 
5.325,03 15,38 
7.  
Lampung 
Utara 
2.725,87 7,87 
8.  Mesuji 2.184,00 6,31 
9.  Pesawaran 2.243,51 6,48 
10.  Pesisir Barat 2.907,23 8,40 
11.  Pringsewu 625,00 1,81 
12.  Tanggamus 3.020,64 8,72 
13.  
Tulang 
Bawang 
3.466,32 10,01 
14.  
Tulang 
Bawang Barat 
1.201,00 3,47 
15.  Way Kanan 3.921,63 11,33 
 
Provinsi 
Lampung 
34.623,80 100,00 
Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 
  (2018:7) 
 
Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa wilayah 
di Provinsi Lampung yang memiliki luas 
paling besar adalah Kabupaten Way 
Kanan mencapai 3.921,63 Km
2
 (11,33%) 
karena pembagian wilayah, sedangkan 
wilayah yang paling kecil adalah Kota 
Metro yaitu 61,79 Km
2 
(0,18%). 
 
5. Topografi Provinsi Lampung 
Secara topografi Daerah Lampung dibagi 
dalam beberapa jenis topografi 
diantaranya: daerah topografis berbukit 
sampai bergunung, daerah topografis 
berombak sampai bergelombang, daerah 
dataran alluvial, daerah dataran rawa 
pasang surut, dan daerah river/basin. 
(Provinsi Lampung Dalam Angka 2018:4) 
 
6. Kondisi Sosial Provinsi Lampung 
a) Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk paling banyak adalah 
Kabupaten Lampung Tengah yaitu 
mencapai 1.261.498 jiwa karena wilayah 
ini memiliki luasan sebesar 3.802,68 km
2
 
(10,98%), selain itu hal ini ditentukan oleh 
faktor kondisi fisik wilayah yang 
cenderung datar dan landai sehingga 
cocok untuk lokasi pemukiman penduduk, 
sedangkan jumlah penduduk paling sedikit 
adalah Kota Metro yaitu 162.976 jiwa hal 
ini dikarenakan wilayah ini memiliki 
luasan yang kecil yaitu 61,79 km
2
 
(0,18%). Jumlah penduduk dapat dilihat 
pada Gambar 2 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di 
Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 3.432 
jiwa per Km
2
  hal ini dikarenakan wilayah 
ini merupakan pusat perekonomian, 
pemerintahan, sedangkan kepadatan yang 
rendah terdapat di Kabupaten Pesisir 
Barat yaitu 52 jiwa per Km
2
 karena 
memiliki wilayah yang luas dengan 
jumlah penduduk sedikit. Kepadatan 
Gambar 2. Peta Jumlah Penduduk Tahun 2017 
 
  
penduduk dapat dilihat pada Gambar 3 
berikut ini: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
1. Peta rawan kebakaran pemukiman 
dapat dilihat pada Gambar 4 berikut 
ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta yang telah dibuat pada Gambar 4 
menunjukkan bahwa wilayah di Provinsi 
Lampung memiliki tingkat kerawanan 
sedang adalah Kota Bandar Lampung, 
sedangkan tingkat kerawanan yang rendah 
diantaranya: Kota Metro, Kabupaten 
Lampung Barat, Kabupaten Lampung 
Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, 
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten 
Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, 
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir 
Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten 
Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
Kabupaten Waykanan.  
 
2. Peta rawan kecelakaan lalulintas dapat 
dilihat pada Gambar 5 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 5. Peta Rawan Kecelakaan Lalulintas 
 
Peta yang telah dibuat pada Gambar 5 
menunjukkan bahwa wilayah di Provinsi 
Lampung memiliki tingkat kerawanan 
tinggi diantaranya:Kota Bandar Lampung, 
Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, 
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten 
Lampung Tengah, Kabupaten Lampung 
Timur, Kabupaten Lampung Utara, 
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, 
Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten 
Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
Kabupaten Waykanan, sedangkan wilayah 
dengan kerawanan rendah diantaranya: 
Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten 
Tulang Bawang dan Kabupaten 
Pringsewu. Hal ini terjadi karena pada 
saat pengambilan data di Direktorat 
Kepolisian Daerah Lampung, untuk 
wilayah Kabupaten Pesisir Barat, 
Kabupaten Tulang Bawang dan 
Kabupaten Pringsewu tidak adanya data 
yang tersedia karena pada wilayah 
Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten 
Pringsewu tersebut belum adanya 
Kepolisian Resor (Polres), sedangan untuk 
wilayah Kepolisian Resor (Polres) 
Kabupaten Tulang Bawang tidak adanya 
data mengenai kecelakaan lalu lintas yang 
masuk ke Direktorat Kepolisian Daerah 
Lampung pada Tahun 2017. 
Gambar 3. Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2017 
 
Gambar 4. Peta Rawan Kebakaran Pemukiman 
 
  
3. Peta rawan wabah penyakit epidemi  
dapat dilihat pada Gambar 6 berikut 
ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 6. Peta Rawan Wabah Penyakit Epidemi 
Peta yang telah dibuat pada Gambar 6 
menunjukkan bahwa semua wilayah di 
Provinsi Lampung memiliki tingkat 
kerawanan tinggi diantaranya: Kota 
Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten 
Lampung Barat, Kabupaten Lampung 
Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, 
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten 
Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, 
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir 
Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten 
Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
Kabupaten Waykanan.  
 
4. Peta rawan konflik sosial  dapat dilihat 
pada Gambar 7 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Peta Rawan Konflik Sosial 
 
Peta yang telah dibuat pada Gambar 7 
menunjukkan bahwa tingkat kerawanan 
konflik sosial yang ada di Provinsi 
Lampung terdapat satu kriteria tingkat 
kerawanan yaitu tingkat kerawanan 
rendah semua wilayah yang ada di 
Provinsi Lampung dengan luas wilayah 
34.623,80 Km
2
 (100%). diantaranya: Kota 
Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten 
Lampung Barat, Kabupaten Lampung 
Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, 
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten 
Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, 
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir 
Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten 
Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
Kabupaten Waykanan. 
 
Mitigasi yang dapat dilakukan untuk 
konflik sosial adalah dengan Pembentukan 
Tim Mediasi atau sejenis satgas berasal 
dari unsur Kepolisian, TNI, Tokoh 
berpengaruh, yang bertugas untuk 
menyelesaikan permasalahan perselisihan, 
sengketa tanah, perkebunan, baik 
permasalahan lahan. Pembuatan peta 
rawan bencana sosial Kabupaten/ Kota 
sampai pada tingkat Kecamatan, 
Kelurahan/Desa untuk dapat memonitor 
setiap saat perkembangan situasi dan 
kondisi daerah masing-masing. melakukan 
pemetaan (mapping) nilai-nilai kearifan 
lokal (lokal wisdom) masing-masing etnis/ 
suku untuk mediasi atau resolusi konflik 
sosial. 
5. Peta rawan bencana non alam  dapat 
dilihat pada Gambar 8 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Peta Rawan Bencana Non Alam 
  
Peta yang telah dibuat pada Gambar 10 
menunjukkan bahwa tingkat kerawanan 
bencana non alam yang ada di Provinsi 
Lampung terdapat dua kriteria tingkat 
kerawanan yaitu tingkat kerawanan tinggi 
terdapat di Kota Bandar Lampung dengan 
luas wilayah 296,00 Km
2 
(0,85%) hal ini 
terlihat dalam peta yang berwarna merah 
dan tingkat kerawanan sedang 
diantaranya: Kota Metro, Kabupaten 
Lampung Barat, Kabupaten Lampung 
Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, 
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten 
Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, 
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir 
Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten 
Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
Kabupaten Waykanan. Hal ini terlihat 
dalam peta yang hampir keseluruhan 
wilayahnya berwarna kuning.  
 
Mitigasi akan lebih difokuskan pada 
wilayah di Kota Bandar Lampung yang 
lebih kompleks terhadap bencana non 
alam dengan pembuatan peta rawan 
bencana non alam Kabupaten/Kota sampai 
pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa 
untuk dapat memonitor setiap saat 
perkembangan situasi dan kondisi daerah 
masing-masing. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka penelitian mengenai 
pemetaan tingkat kerawanan bencana non 
alam dan sosial di Provinsi Lampung 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemetaan tingkat kerawanan bencana 
non alam terdiri dari dua tingkat 
kerawanan yaitu kerawanan sedang dan 
kerawanan tinggi. Pemetaan konflik 
sosial memiliki 1 tingkat kerawanan 
yaitu kerawanan rendah.  
2. Peta kerawanan bencana non alam 
yang ada di Provinsi Lampung 
didominasi oleh bencana non alam, dari 
hasil overlay didapatkan wilayah yang 
paling rawan bencana non alam berada 
di Kota Bandar Lampung dengan luas 
wilayah 296,00 Km
2 
(0,85%). Peta 
kerawanan rendah bencana sosial 
berada di semua wilayah yang ada di 
Provinsi Lampung dengan luas wilayah 
34.623,80 Km
2
 (100%).  
3. Mitigasi yang tepat untuk bencana non 
alam dan sosial adalah mitigasi pasif 
yaitu pembuatan peta rawan bencana 
non alam dan sosial dan mitigasi aktif 
dapat dilakukan dengan membuat 
rekonstruksi seperti plang atau tanda-
tanda bahaya dari tiap jenis bencana 
non alam dan sosial. 
 
B. Saran 
Saran yang diajukan berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan 
diantaranya: 
1. Kepada masyarakat untuk lebih 
meningkatkan kesiapsiagaan dan 
tanggap dalam menghadapi 
kemungkinan terjadinya bencana non 
alam dan sosial disekitarnya. 
2. Kepada pihak terkait untuk lebih 
meningkatkan penjagaan dan 
membentuk organisasi tanggap 
bencana di tiap wilayah untuk bencana 
non alam seperti kecelakaan lalu lintas, 
kebakaran pemukiman, wabah 
penyakit/epidemi, dan bencana sosial 
seperti konflik sosial agar 
meninimalisis terjadinya bencana non 
alam dan sosial di masyarakat. 
3. Sebaiknya mitigasi untuk bencana non 
alam dan sosial adalah mitigasi pasif 
yaitu pembuatan peta rawan bencana 
non alam dan sosial di Kabupaten/Kota 
sampai pada tingkat Kecamatan, 
Kelurahan/Desa untuk memonitor 
setiap saat perkembangan situasi dan 
kondisi daerah masing-masing. 
Mitigasi aktif dilakukan dengan 
rekonstruksi seperti plang atau tanda-
tanda bahaya dari tiap jenis bencana 
  
non alam dan sosial sehingga dapat 
meminimalisir dampak kerugian yang 
ditimbulkan. 
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